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PEMERINTAH DAERAH PROVINS| JAWA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

o Jalan Surapati Nomor 71 Telepon : (022) 2503884
Faksimil : (022) 2500713 Website : www.distan jabarprov.go.id e-mail : distan@jabarprov.go.id
BANDUNG -40133

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 521.33/Kep/77/BPSB/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSBTPH)
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan serta Moto
Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Penyediaan Benih Bersertifikat
dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat;

2.  Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5038);
Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

8.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang
Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

10. Peraturan Menteri Pretanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
05/Permentan/OT.140/7/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Hortikultura;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang
Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura,;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi,Sertifikasi dan Pengawasan
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SERTIFIKAS| BENIH JAGUNG ONLINE

SERTIFIKASI BENIH KACANG HUJAU ONLINE
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Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,-
11. Ubi Kayu
Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,-
12. Koro Pedang
Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,-
13. Kacang Merah
Pemeriksaan lapangan Per hektar 2.000,-
5. Produk Pelayanan 2 Sertifikat Mutu Benih (SMB) Bina
b. Sertifikat Mutu Benih (SMB) Varietas Lokal
6. Penanganan Pengaduan, Saran | : [ a. Pengaduan, saran dan masukan dilakukan secara tertulis kepada
dan Masukan Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
b. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan (Jalan.
Ciganitri II Bojongsoang), Telp. (022) 7563014, Fax : (022)
7566552 dan email: bpsbptph.provjabar@gmail.com

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Nama UPTD . | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Jenis Standar Pelayanan . | Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

1. Dasar Hukum . | Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan
anggaran adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6138);

2) Undang — Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016

' tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian
Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5918)

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3616);

7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 155);

8) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212);

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/
‘1;)/2_011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan

arietas;
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tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian

UmS_an Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3616);

7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 155);

8) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212);

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT, 140/

10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan

Varietas;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang

Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/2008  tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018
tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman

13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/
12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam
Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;

14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/
11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;

15) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018
tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan.

16) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018
tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

17) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018
tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan.

18) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018
tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan
Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan.

19) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013
tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);

20) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3571/Kpts/OT.160/ 10/2012
tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi (TP2S);

21) Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;

22) Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Barat;

5)

10
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2. Sarana dan Prasarana, dan/atau
Fasilitas

Sarana :

SOP Benih dan Sumber Benih
Formulir

Meteran

Jangka sorong

Hand Counter
Kalkulator

Hand board
Perlengkapan lapangan
Kamera

ATK
Komputer/Laptop
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merupakan satu varl'LTi{ﬁ*;uiu kelas benih, satu cara
perbanyakan, satu kali perbanyakan pada satu kesatuan

lahan/lokasi.
® Satu unit sertifikasi benih perbanyakan generatif
merupakan :
- Lahan dengan luas maksimal 2.000 m? dan batas
yang jelas,

= Satu varietas, satu kelas benih dan satu kali
penangkaran pada satu lokasi.
! - Perbedaan waktu tanam maksimal 3 (tiga) hari,
). Kewajiban Produsen

® Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan
hortikultura,

Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi.

Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik

(setiap bulan) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang

membidangi perbenihan dengan tembusan kepada

BPSBTPH,

* Mendokumentasikan data produksi.
e Mendampingi pemeriksaan
k. Sertifikasi Benih Unggulan Daerah
e Jenis tanaman yang diperbanyak secara vegetatif dan

merupakan unggulan daerah yang berkembang di

masyarakat, perbanyakan benihnya dapat disertifikasi

dengan syarat :

- Varietas masih dalam observasi tetapi telah banyak
permintaan untuk pengembangan.

- Dalam jangka waktu satu tahun varietas tersebut
harus sudah memiliki tanda daftar varietas. Apabila
dalam jangka waktu tersebut tanda daftar varietas
tidak dapat diterbitkan maka sertifikasi benih harus
dihentikan dan benih yang beredar wajib ditarik dari
peredaran oleh pemilik varietas.

- Pohon induk/rumpun induk terbatas dan telah
dideterminasi.

- Pemberian label hanya berlaku satu tahun sejak
penerbitan pertama.

- Jumlah benih yang dilabel terbatas dan hanya untuk
pengembangan di Kabupaten/Kota tempat benih
tersebut diperbanyak.

- Warna label biru muda

- Memenuhi persyaratan teknis minimal benih sebar
dari komoditas yang dimaksud.

e Benih dengan perbanyakn generatif dapat dilakukan bagi
varietas yang dalam proses menunggu terbitnya tanda
daftar. Pelabelan dilakukan setelah memperoleh tanda

daftar.

| Alur Rekomendasi Pengedar Benih Bina

2. Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur =
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